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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito

1.

Utara Tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019;

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak
sesual dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Barito Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I di Kkal antan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat I Tabalong dengan
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran ‘gera Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional en aran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor )4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 te ang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peme) 1itahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 te Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indc Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara blik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran egara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20"~ tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasion: Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rer 1a Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Per wgunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja merintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan . a1 a Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 7 gah Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara N nor 8 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jan =~ . . anjang Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-202{ « baran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 N or 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara. nor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara omor 9 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan v a Menengah
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013- 18 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun . 4 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan F ingkat Daerah
Kabupetan Barito Utara (Lembaran Daerah 1 »upaten Barito
Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6};

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Be¢’ nja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabu iten Barito Utara
Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 4};

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 T n 1 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pe 1gkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabup: :n Barito Utara
Tahun 2016 Nomor 38).

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2018 Nomor 12);

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan d¢ Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018 Nomor 33);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO
UTARA TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa } entuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018

ter

1g Rer a Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019

(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagail
berikut :

1.

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} Kabupaten Barito
Utara Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN BARITO
UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB 111 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Utara
inl.



Pasal 1I

Peraturan Bupati Barito Utara ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Barito Utara in1  dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara.

Diterapkan di Muara Teweh
pada tanzgal 24 Jult 2019

0O UTARA,

YAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 24 Juli 2016

crrTTmTmTme Tt T AERAH
WRITO UTARA.,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM,
R

i

SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012



